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ABSTRAK
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Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk
dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang-
orang biasa namun di kalangan pejabat pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga
membeli gelar Pendidikan semata- mata agar dihormati ataupun untuk mendapat
pujian, salah satu kasus yang dilakukan oleh Sulaiman sia alias nyong, penggunaan
ijazah palsu yang digunakan Sulaiman ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal
263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 68 Ayat 2 jo
Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
dan Pasal 263Ayat 2 KUHP. Karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak
buruk dalam birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan
yang berlaku. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah
penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau
dari asas lex specialis derogat legi generali.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan
pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data
primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polda
Lampung, jaksa dari kejaksaan Bandar Lampung dan Pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bagaimana penerapan hukum
pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas Lex
specialis derogat legi generali yang melibatkan seorang yang berpura-pura sebagai
dokter kapal, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta
menjalankan peran yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang
mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penegak hukum dalam
menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan
mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
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pidana guna dalam persidangan Hakim dapat memutuskan perkara pemalsuan
ijazah berdasarkan surat dakwaan. Faktor penghambat yang dihadapi para penegak
hukum dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu ditinjau dari asas
Lex specialis derogat legi generali ada beberapa faktor yaitu faktor penegak
hukum, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya Akomodasi
membuat penyelidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran
operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas
yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh
terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses Pendidikan sarana dan prasarana
sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses Penyidikan.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya ketegasan pemerintah dalam
pelaksanaan KUHAP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan
pemerintah dapat diwujudkan dengan menanyakan peraturan melalui media massa,
memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa. Perlu adanya persamaan persepsi
atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum di kalangan penegak
hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak
tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik
dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.

Kata Kunci: Penerapan, ljazah , Kedokteran, Lex Specialis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh
undang undang yang mana apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang
melakukan atau mengabaikan tersebut diancam dengan hukuman.!Dari berbagai
macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yang kerap
kali terjadi yaitu kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang
mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu sesuatu atau
(obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.? Pada ketentuan hukum
pidana Indonesia ada beberapa bentuk kejahatan pemalsuan yaitu: pemalsuan uang,

pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat.

Pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari
ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua
tentang Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat Khususnya Pasal 263
KUHP dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan

surat yang ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus

1R Soesilo. (1991). Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor,
Politeia. HIm. 11.
2 Adami Chazawi. (2012). Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta, Rajawali Pers. HIm. 3.



mengenai kejahatan Pemalsuan ljazah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggung
jawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga
pengguna ijazah palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diharapkan

dapat meminimalisir terjadinya Pemalsuan ljazah.®

Salah satu praktik pemalsuan yang terjadi dan menjadi topik permasalahan dalam
penulisan ini merupakan kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh
Sulaiman Sia. Terdakwa adalah dokter kapal yang telah bekerja di PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) (“PT PELNI”) selama 25 tahun. Awalnya Terdakwa
mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin Makassar. Namun PT PELNI melakukan verifikasi terhadap seluruh
data kepegawaiannya dan menemukan keganjilan pada data Sulaiman. PT PELNI
segera melakukan pengecekan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan
menemukan ketidakcocokan nomor ijazah dimana nomor ijazah yang selama ini
digunakan Sulaiman adalah nomor ijazah alumni mahasiswa lain. Oleh karena itu,
langsung dinyatakan bahwa ia tidak pernah menempuh 2erogate2n di Fakultas
Kedokteran Universitas Hasanudin dan ijazah yang selama ini digunakan berupa

ijazah palsu.

3 Mutia Puspita Devi. (2015). Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan ljazah Dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw).
RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penaggulangan Kejahatan, 4(3). HIm.236



Perkara diadili di Pengadilan Negeri Makassar, dimana Jaksa Penuntut Umum
menuntut Terdakwa dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dengan
dakwaan pertama subsidairnya. Hakim pun menjatuhkan putusan merujuk pada
pasal tersebut, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penggunaan
akta otentik palsu, sehingga ia dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun dan 6 (enam) bulan. Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal
264 ayat (2) KUHP, merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana
penggunaan akta otentik palsu. Pasal tersebut berbunyi: “Diancam dengan pidana
yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat
pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak
dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”. Sedangkan
sesungguhnya tindak pidana terkait penggunaan ijazah palsu telah diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (“UU Sisdiknas”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah mengesampingkan asas lex specialis
dengan hanya menggunakan ketentuan KUHP sebagai tuntutannya terhadap
terdakwa, dimana Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 77 UU Praktik
Kedokteran adalah peraturan lex specialis, sedangkan Pasal 264 ayat (2) KUHP
adalah peraturan lex generali. Kekeliruan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut
Umum mengakibatkan Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan ketentuan

KUHP, dimana ancaman sanksi pidananya tidak setimbang dengan UU Sisdiknas.



Praktik penegakan hukum yang bersifat inkonsisten tersebut menimbulkan
disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut
disebabkan oleh adanya ketidaksamaan persepsi di antara penegak hukum tentang
asas lex specialis 4erogate legi generali. Asas ini bermakna bahwa peraturan
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan peraturan hukum
yang bersifat umum (lex generalis).* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut “KUHP”) juga menjelaskan eksistensi asas lex specialis.
Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang berbunyi bahwa
“jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur
pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang

dikenakan.

Ketentuan ini telah secara tegas di atur dalam KUHP akan tetapi kenyataannya
dalam praktik seringkali terjadi pengesampingan asas lex specialis 4erogate legi
generali yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani suatu perkara.
Praktik penegakan hukum ini disebabkan karena ketidaksamaan perspektif antara
para penegak hukum tentang asas lex specialis, ketentuan hukum pidana khusus,
serta penerapan asas tersebut dalam membuat surat dakwaan. Pengesampingan asas
lex specialis sangat dimungkinkan untuk memunculkan akibat yang krusial, seperti

disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. ®

4 Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
Him.4

> Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex specialis derogat legi generali Dalam Sistem
Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503.
https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510. HIm. 504
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Dengan merujuk latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan
hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan
pengadilan negeri makassar nomor 635/PI1D.B/2020/PN.MKS ditinjau dari asas lex
specialis 5erogate legi generali dengan judul penelitian “Penerapan Hukum Pidana
Terhadap Penggunaan ljazah Palsu Ditinjau Dari Asas Lex specialis derogat legi

generali (Studi Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana penerapan Asas Lex specialis 5erogate legi generali terhadap
perkara tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

b. Apakah faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
penggunaan ijazah palsu ditinjau pada Asas Lex specialis derogat legi

generali?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka ruang lingkup
pembahasan penelitian ini adalah penelitian penerapan Asas Lex specialis derogat
generali terhadap perkara tindak pidana penggunaan ijazah palsu. Penelitian ini di
lakukan di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian di laksanakan

pada tahun 2023.



C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali terhadap
kasus penggunaan ijazah palsu.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap

tindak pidana penggunaan ijazah palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis penelitian ini adalah salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar

sarjana hukum, selain itu kegunaan yang diharapkan dan akan didapatkan dari

adanya penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
konstribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur di
dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan
pemalsuan ijazah selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk
melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi
perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan praktis
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus -kasus tindak
pidana yang terjadi dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus- kasus

kejahatan pemalsuan ijazah tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai



pedoman dan masukan bagi para apparat penegak hukum ataupun masyarakat
umum dalam menentukan kebijakan dan Langkah Langkah dalam

memberantas kejahatan pemalsuan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan
berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk
mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji
permasalahan. Tentang hal ini Junjun S Soeryasumantri mengatakan bahwa pada
hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah
sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban
yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah

sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.®

a. Teori Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali

Asas Lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum
umum) merupakan salah satu Asas preferensi yang dikenal dalam film hukum. Asas
Preferensi adalah Asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan
untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar
beberapa peraturan. Purnadi purbacarakah dan Soerjono Soekanto mengatakan

bahwa:

® Jujun S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantaran Populer, Jakarta:Sinar Harapan,
1978,him.316



Maksud dari Asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib
diberlakukan undang undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk
peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang undang yang
menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup

peristiwa khusus tersebut.’

Sementara itu Eddy Os Hiariej mengemukakan bahwa: dilihat dari perspektif
hukum pidana, eksistensi Asas Lex specialis derogate Legi generali sebenarnya
merupakan Asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini
merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah
dilanggar terhadap peristiwa kongkrit (ius operatum) melalui proses penegakan
hukum. Oleh karena itu aku ini menjadi penting bagi apparat penegak hukum
Ketika akan menerapkan peraturan perundang sedangkan pidana terhadap perkara

pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas Lex specialis derogat legi generali dinormakan
dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menetukan bahwa,” jika suatu tindakan masuk
dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana
khusus, maka hanya yang putus gitu yang diterapkan”. Artinya jika terjadi suatu
tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah
satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan
hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan

kepada pelakunya.

" Eddy OS Hiariej dkk, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali di
Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada, him 5.



Namun KUHAP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa
melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. Memorie Van
Toelichting (MvT) hanya menyatakan :®
“Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van
het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de
regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species
zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan
nieteen eigen naam heeft.
(jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang
lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami maka berlaku aturan Lex
specialis derogat legi generali, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu
dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa
mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).
Menurut Ane, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, Asas ini
hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu
ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang

di rumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur unsur dari ketentuan

pidana pertama tadi menyatu ke dalamnya.®

Selaras dengan Malta, fun have to menyatakan bahwa penerapan hukum yang
demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan
hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari
ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam ketentuan pidana yang
terakhir bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain.l°Namun, praktik

penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan

8 Eddy OS Hiariej dkk, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex specialis derogat legi generali di
Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada, him 5.

® H.J.Schmidt, 1891, GeschiedenisvanHetWetboekvanStrafrecht: volledige verzameling van
Regeeringson- twerpen Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz. Eeerste Deel.
Haarlem, H.DTjeenk Willink, him 478.

0 HJA. Nolte, 1949. Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten: Rechtshistorisch,
Rechtsfilosophisch en Systematische Bewerkt, Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV, him 251.
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Asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis., Di mana
ketentuan lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua
unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau

sjarahnya merupakan ketentuan yang lebih luas.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum

Hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan
atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan
merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak
Terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam

proses penegakan hukum:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena
itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut

tidak bertentangan dengan hukum.

Hukum mempunyai unsur unsur antara lain hukum perundang undangan, hukum
traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal
unsur-unsur itu harus Harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara

vertical maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang
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lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sedangkan, dan tepat karena isinya

merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena
penegakan hukum merupakan apparat yang melaksanakan proses upaya untuk
tegaknya atau berfungsi nya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut
J. E. Sahetapy yang menyatakan bahwa: dalam rangka penegakan hukum dan
implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran
adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu
kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegakan
hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus

terasa dan terlihat, harus di Aktualisasikan.”

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya
hukum identic dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka
penegak hukum dalam melaksanakan wewenang nya harus tetap menjaga citra dan
Wibawa penegak hukum, agar kualitas apparat penegak hukum tidak rendah di

kalangan masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas
pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh

perangkat lunak adalah Pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras
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dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh
karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan actual.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator
berfungsi nya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari
bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata
menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu

faktor penghambat dan penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya
hukum tertulis perundang undangan harus mencerminkan nilai nilai yang menjadi
dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara

peraturan perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat.!

2. Konseptual

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam
pelaksanaan penelitian.'? Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian
pokok pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang
lingkup penulisan sehingga mempunyai Batasan yang jelas dan tepat dalam

penggunaan nya. Sebagai upaya dalam mempertajam dan merumuskan suatu

11 Sudarto.Kapita Selekta Pidana.Alumni Bandung.1981.him 5
12 Sperjono Soekanto. 1986. Op. Cit. him. 103
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definisi sesuai dengan konsep judul, maka perlu adanya suatu definisi untuk

menjelaskan tentang:

a.

Penerapan hukum adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan,
beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan
mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu
dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau
golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.*® Sedangkan Austin
menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk
memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal
yang berkuasa atasnya. 4

Hukum pidana adalah aturan atau hukum yang mengatur tindakan yang
dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, dan kepada
pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Hukum pidana terdiri dari
peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan
termasuk ke dalam tindak pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua cabang
utama, yaitu hukum materil dan hukum acara pidana. Hukum materil
menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang dan hukuman-
hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya, sedangkan hukum acara

pidana mengatur bagaimana cara agar hukum materil itu terwujud.

13 Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No.
1, 2017, him 2

14 Ishag, Dasar-Dasar llmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, him. 3
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c. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang-
undang sebagai tindakan melawan yang patut dipidana.®

d. Pemalsuan surat adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung system
ketidakbenaran atas suatu surat yang seolah-olah asli, padahal bertentangan
dengan yang sebenarnya. Dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian
(kewajiban) atau suatu pembebasan utang.'®

e. ljazah merupakan simbol atau tanda kopetensi yang di terima seseorang setelah
melalui proses Pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.’

f. Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan
hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu
hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang
lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum)
terkait atau terlanggar beberapa peraturan.'® Purnadi Purbacarakadan Soerjono
Soekantomengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap
peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa
itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-
undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat

mencakup peristiwa khusus tersebut.®

15 Andi Hamzah, Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana,(Jakarta : Ghalia Indonesia,2001
16 |_amintang,Dasar-Dasar hukum pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996),him.44

17 5.Daryanto,Op.Cit.,him.273.

18 Shinta Agustina, 2010, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex specialis
derogat legi generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Padang : LPPM-Unand, him.42.

19 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan

Yurisprudensi, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 8.
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Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika

penulisan berikut:

V.

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, kemudian
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori

dan konseptual, serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan
penyusunan skripsi ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi atau
bahan Pustaka mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
penggunaan ijazah palsu ditinjau dari Asas Lex specialis derogat legi generali

studi putusan perkara nomor Nomor : 635/PID.B/2020/PN.MKS

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini,
meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber,

metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil
penelitian, yang terdiri dari pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan

ijazah palsu dan penerapan asas lex specialis derogat legi generali terhadap
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kasus penggunaan ijazah palsu pada putusan Nomor

635/P1D.B/2020/PN.MKS.

PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak

yang terkait dalam penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum
adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa
penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan
oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan
untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal olen makhluk yang

berakal yang berkuasa atasnya.?

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan
hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang
meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Berbicara
penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri
dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut

sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.?

20 Ishag. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. him. 3
2 |bid
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Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku nya. Lembaga

kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun

dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan siding

pengadilan.

J.F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di

masyarakat antara lain:??

1.

2.

Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;

Menyelesaikan pertikaian;

Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan jika perlu
dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;

Kekerasan;

Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan
kebutuhan masyarakat;

Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan

fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soejarno Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di

masyarakat antara lain adalah:?3

1.

2.

3.

Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin.

Sarana Penggerak pembangunan.

22 Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,Bandung : Sinar Baru,
2009, HIm. 15
2 1bid, him 16
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Berdasarkan definsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana

merupakan serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan oleh lembaga penegak

hukum dan sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum pidana pada suatu

negara.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1)

2)

Sesuai dengan undang/undang atau Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan Undang-
Undang atau/Peraturan” merupakan konsep positivism hukum oleh Jhon
Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya ditetapkan dengan
undang undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui
dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja
perbuatanya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan
bertindak dengan tegas dan konsekwen sesuai denga napa yang telah
ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan
negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan nya
dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan
sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau

Peraturan” merupakan konsep hukum Progresif oleh saat Sajipto Rahardjo,

24 Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan
Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal IImu Hukum Vol 1 No 11, 2022, him 1134
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menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi

atau manusia untuk menggerakkan nya. 2°

Manusia merupakan suatu unikom, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin
otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan
atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau
perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Sajipto Raharjdo,
menyatakan hukum Progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan
pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan
berbagai terobosan.?® Hak hak ini, berarti hukum Progresif adalah serangkaian
tindakan yang radikal, dengan mengubah system hukum (termasuk merubah
peraturan peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

B. Tindak Pidana Penggunaan ljazah Palsu

1. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan ljazah Palsu

Berdasarkan sudut pandang Raya Dewa selaku apparat kepolisian, Pemalsuan
ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan kejahatan
pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya
terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang
mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan
dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, computer, dengan masing mesin

katakana dan dengan alat dan cara apapun.

25 Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan
Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal IImu Hukum Vol 1 No 11, 2022, him 1134
2 1bid, him. 7
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Karena itu penggunaan ijazah palsu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dan
tindak pidana. Karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, yang termuat dalam KUHAP pidana dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang

system Pendidikan nasional.

a. Pemalsuan

Suatu keadaan palsu atau tidak benar, baik dari suatu tulisan maupun berita yang
diucapkan dan disebarkan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek
kehidupan dalam suatu masyarakat. Sebagai upaya mengurangi pemalsuan
dibentuk lah aturan mengenai ancaman pidana tindak pidana pemalsuan.?’
Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran
atau palsu atau suatu (objek) yang sesuatu nya itu tampak dari luar seolah-olah

benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya.?

Pemalsuan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dijadikan palsunya isi tulisan
seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita atau
informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal,
seperti halnya laporan dan pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP), menyiarkan berita
palsu dan menyebabkan naik dan turunnya harga barang barang (Pasal 390
KUHAP). Jadi berkaitan dengan itu, pemalsuan surat hanya merupakan salah satu

tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 s/d pasal 275 KUHAP.

27 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2016), him.6.
28 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), bim.3.
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Surat

Surat adalah lembaran kertas berisi tulisan kata, frasa dan atau mengandung arti dan

atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut

harus mendapat perlindungan hukum. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk

untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh

umum(publica fides) pada surat.?®

Kita dapat memahami pengertian surat dari pasal 263 ayat (1) KUHAP yang

berbunyi sebagai berikut:*

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memasukkan surat, yang dapat
menerbitkan sesuatu hal, suatu perjanjian kewajiban atau suatu pembebasan
utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk
menggunakan surat surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak Dipalsukan,
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum
karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Yang dapat menerbitkan suatu hal (misalnya: karcis, ijazah, surat Andil)
Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalkan: surat perjanjian piutang,
perjanjian sewa, perjanjian jual beli)

Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau

surat semacam itu)

29 Satochid Kartanegara (ii), Hukum Pidana Il Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun, him. 274. Satochid
Kartanegara (ii), Hukum Pidana Il Delik-Delik Tertentu, tanpa tahun, him. 274.

ndonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.
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4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu suatu perbuatan atau
peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, obligasi, dan lain

lain).

Tahu hp tidak menjelaskan media yang digunakan untuk membuat surat, tetapi
dengan melihat contoh-contoh yang di rumuskan dalam KUHAP dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan surat adalah surat yang mempunyai tujuan yang

dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana surat adalah suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru,
memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau surat yang seakan-akan asli
atau benar, sedangkan sesungguhnya ke aslian atau kebenaran tersebut tidak
dimilikinya, sehingga karena gambaran ini orang lain terpedaya sudah mempercaya

bahwa keadaan yang digambarkan atau surat tersebut adalah benar.

Terhadap surat atau tulisan dikatakan terjadi jika isi dari surat atau tulisannya tidak
benar namun digambarkan sebagai suatu hal yang benar. Membuat sebuah surat
yang seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran
atau palsu disebut dengan pemasukan intelektual (intellectueele valsheid),®*
Pemasukan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Selain itu terdapat
surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat

itu dibuat oleh seseorang tertentu bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat

31 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana, (Bandung: Refika Aditama,2003), him. 190.
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surat itu sendiri. Surat semacam ini juga merupakan surat palsu, pemalsuan

semacam ini disebut dengan pemalsuan material (materiele valsheid).

Perbuatan memasukkan (varvalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara
bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat

Sebagian atau seluruh isinya menjadi lain denga nisi surat semula.3?

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP diikuti dengan:

1) Pengakuan terhadap hak jaminan keaslian surat/tulisan, perbuatan pemalsuan
terhadap surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

2) Pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas

sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Disamping isi dan asalnya yang tidak benar, dari pembuatan surat palsu ditemukan
pula tanda tangan yang tidak benar. Bentuk tanda tangan merupakan suatu bentuk
goresan tangan individu yang menggambarkan karakteristik sehingga bersifat khas.
Dengan kekhasan tersebut tanda tangan tidak dapat ditiru apalagi beralih kepada
orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:*3

1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya,

seperti orang yang sudah meninggal dunia atau secara fiktif;
2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya

ataupun tidak.

32 Jimmy Depari, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal263
KUHP*". Jurnal Retentum. Vol. 2 No.1, Tahun 2021.him.100.
33 Sigit Hartanto, Tindak Pidana Pemalsuan Gelar. Jurnal UNS. Vol.4 No.2, 2015, him. 160.
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2. Unsur — Unsur Pemalsuan Surat

Rumusan Pasal tentang delik pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263

KUHP, sebagai berikut:>*

a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.

b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau yang dipaisukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu

dapat menimbulkan kerugian.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa apabila rumusan Pasal 263 ayat (l) dirinci,
maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:®
a. Unsur yang objektif:
1) Perbuatannya:
a) membuat palsu;

b) memalsu;

3 Indonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.

35 Adami Chazawi, Op.Cit,him.137.
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2) Objeknya:
a) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
b) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
c) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

d) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

b. Unsur Subjektif: Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pada Pasal 263 ayat (2) bila dirinci, maka di dalam rumusan tersebut terdapat unsur-
unsur sebagai berikut.:3
a. Unsur objektif:
1) Perbuatannya: memakai
2) Objeknya:
a) surat palsu;
b) surat yang dipalsu.

3) Seolah-olah asli.

b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
Pasal 263 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam pemalsuan surat terdapat dua jenis
perbuatan yaitu membuat palsu dan memalsu. Membuat surat palsu adalah
membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada) yang isi seluruhnya atau

pada bagian-bagian tertentu tidak sesai dengan yang sebenarya. Perbuatan yang

% Ibid,hIm.159



27

kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian
rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, baik dilakukan dengan jalan

mengurangkan, menambah atau merubah isi dari surat tersebut. ¥

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsu surat, terletak pada timbulnya
surat yang isinya tidak benar. Untuk membuat surat palsu, sejak dilahirkan surat itu
isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu. Sementara pada memalsu surat, harus
ada surat yang benar terlebih dulu, yang kemudian pada surat tersebut dilakukan

perbuatan memalsu.*®

Pasal 263 ayat (2) KUHP terdapat unsur "sengaia memakai" surat palsu. "sengaja”
maksudnya, orang yang mempergunakan itu harus mengetahui jika surat yang ia
gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu hal itu maka ia tidak dapat dihukum.
Penggunaannya pun harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat"” maksudnya tidak
perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya
kerugian itu sudah cukup. Sudah dianggap mempergunakan jika telah menyerahkan
surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau
menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal
menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, serta mendatangkan kerugian.

%7 Ibid,him.138
% Ibid,him143
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3. Jenis-Jenis Surat yang Dapat Dipalsukan Menurut Pasal 263 KUHP
Menurut Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat
jenis surat saja. Empat jenis surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat, bukan
pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.
Pemalsuan surat menurut bentuknya tidak dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP.
Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis surat yang dapat dipalsukan menurut Pasal
263 KUHP adalah sebagai berikut:%°

a. Surat yang dapat menimbulkan hak
Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarya adalah berupa surat yang karena
perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu misalnya cek,
bilyet hero, wesel,, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya. Nama yang
tercantum pada surat tersebut merupakan orang yang memegang suatu hak
tertentu dalam surat itu. Misal selembar ijazah, melahirkan hak bagi orang yang
memiliki nama tertulis dalam ijazah tersebut untuk menggunakan gelar
akademis.*

b. Surat yang menimbulkan suatu perikatanPerikatan yang dimaksudkan dalam
Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam
hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan
yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Contoh surat yang dapat menimbulkan perikatan ialah surat perjanjian piutang,

perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.*!

%9 Indonesia. Undang-undang tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
tentang Penetapan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958. Ps. 263.

40 Adami Chazawi, Op.Cit., him.145.

41 R. Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar- Komentar Pasal
demiPasal. (Bogor: Politea, 1991),him. 195.
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c. Surat yang membebaskan atau menimbulkan pembebasan hutang.
Membebaskan hutang artinya menghapus kewajiban hukum untuk membayar
atau menyerahkan sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan
sebagai perbuatan hukum hitang-piutang (obyek nya uang). Seperti kwitansi
yang tidak selamanya melahirkan pembebasan hutang karena kwitansi adalah
surat yang membuktikan seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah
uang yang tidak selamanya untuk membayar suatu hutang. Bisa saja dalam
rangka untuk memberikan utang dan bukan untuk membebaskan hutang.*?

d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal
Arti diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal adalah bahwa surat
tersebut mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (bewijs
Kracht). Itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya.
Contoh surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu,
surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat

angkutan, surat pengiriman barang, dan obligasi.*®

4. Faktor Terjadinya Pemalsuan ljazah

Dalam tindak kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau
pelanggaran yang melanggar nilai nilai hukum, secara Kriminologis adalah suatu
perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala
aturan-aturan hukum. Sedangkan pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak

bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan

42 Adami Chazawi, Op.Cit., him. 145.
% R. Soesilo, Op.Cit., him. 195.
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pribadi secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memasukkan surat

surat seperti ijazah palsu.

Pemalsuan ijazah tidak lepas dari faktor social budaya dalam masyarakat karena
adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandang seseorang
dari Sisi gelar yang disandangnya daripada kerjaannya jadi bisa disimpulkan bahwa
faktor yang menjadi penyebab terjadinya Penyalahgunaan ijazah atau pemasukan

ijazah adalah sebagai berikut:**

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau dengan

kata lain faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan

yang baik atau buruk. Yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi seseorang

melakukan suatu pemalsuan ijazah yaitu :

1) Faktor Strata Sosial
Pola perilaku seseorang memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan
aktivitas dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negative, baik
terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Keadaan
tersebut merupakan suatu fenomena social dalam kehidupan sehari-hari dan
merupakan hal yang room ray ya lumrah serta manusiawi. Dengan adanya strata
social di lingkungan pelaku maka tindak kejahatan penggunaan ijazah palsu akan

mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pemalsuan ijazah tersebut.

4 Harlina, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan ljazah Palsu Yang Dilakukan
Oleh Kepala Desa, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
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Serta tingginya gengsi yang terdapat dalam diri seseorang yang terkadang akan
merasa lebih dihormati, dihargai dengan title yang disandangnya.*®

2) Untuk Memenuhi Perekonomian Dan Jabatan
Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang memakai jasa
palsu adalah orang yang perekonomian nya menengah ke atas, artinya dengan
adanya tindakan pemalsuan ini akan lebih meningkatkan perekonomian nya dan
men sejahterakan kehidupannya ke depannya, dengan maksud apabila ia
memasukkan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatan dan akan
mempengaruhi perekonomian nya.

3) Pemahaman Agama Yang Kurang
Adapun dalam faktor Religius kurangnya suatu ke imanan pada diri seseorang
atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal hal yang
tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya
kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu Pendidikan
untuk mencapai hasil atau gelar yang diinginkan dengan kemampuan nya diri

sendiri.

b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seseorang, diantaranya
lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor

eksternal diantaranya yaitu:

“ 1bid,hlm. 64
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1) Perkembangan IImu Pengetahuan Dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya berdampak
positif tetapi sebaiknya juga memiliki dampak negative, bila digunakan oleh
kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan nya dengan tujuan
mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi saat ini, ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga
Pendidikan tertentu dapat dibuat atau diterima dengan mudah, sehingga hamper
tidak ada perbedaan antara ijazah asli dan ijazah yang Dipalsukan, kecuali
dilakukan pengujian tertentu untuk usahanya. Bahkan dari penelusuran media
internet, penulis menemukan bahwa biru membuat situs terbuka yang
menawarkan pembuatan ijazah palsu dengan berbagai kombinasi harga dari
semua jenjang dan berbagai Lembaga Pendidikan.*®
2) Adanya Peluang Atau Kesempatan

Pada umumnya, seseorang melakukan kejahatan karena melihat adanya peluang
atau kesempatan yang ada. Dalam hal pemalsuan ijazah, seorang pelaku
pemalsuan ijazah tersebut melihat adanya kelemahan-kelemahan dari peraturan-
peraturan hukum nya itu sendiri serta sikap tidak peduli atau kurangnya control
dari masyarakat dan apparat penegak hukum mengenai kasus-kasus pemalsuan
ini sehingga dianggap sebagai suatu peluang atau kesempatan bagi pihak pihak
yang hanya mencari keuntungan belaka dengan memanfaatkan kondisi demikian
guna memenuhi kebutuhan daripada pihak lainnya dalam hal menggunakan

ijazah. Ditambah lagi dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat

% 1bid,hIm. 67
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menunjang bagi pihak dia mencari keuntungan tersebut dalam hal pembuatan
ijazah palsu.

3) Lemahnya Administrasi Pendidikan
Dalam suatu administrasi Pendidikan terdapat suatu system atau pencatatan yang
lengkap mengenai data maupun informasi namun dalam administrasi Pendidikan
ini tidaklah efisien dalam proses nyam aka dari itu pemalsuan ijazah sangatlah

mudah dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan ijazah palsu tersebut.*’

Adapun fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kita sekarang ini adalah
salah satu selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat
yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, padahal perbuatanya itu sudah jelas
dilarang. Untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan ijazah palsu dapat dilakukan
dengan cara memberikan suatu Penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana dalam
memperoleh suatu gelar atau jasa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan
prosedur Pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai dari SD sampai kuliah untuk
memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah atau gelar yang di peloroleh
sesuai dengan peraturan hukum dan Pendidikan tanpa adanya suatu perbuatan yang
melanggar hukum, dan memperketat proses penyeleksian terhadap calon kepala
desa, serta memper tegas instrument peraturan perundang undangan kita tentang

pemalsuan ijazah.

Pemalsuan ljazah pada dasarnya merupakan suatu jenis Kkejahatan yang
digolongkan kejahatan pemalsuan surat. ljazah merupakan hasil dari proses

seseorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan

47 1bid,hlm.70
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menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu satuan
pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang
pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi. Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu dapat dikatakan sebagai
suatu kejahatan dan tindak pidana. Karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum, yang termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Pengertian Asas Lex specialis derogat legi generali

Asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang
berbentuk abstrak. Pada umumnya asas melatar belakangi peraturan konkrit dan
pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma
hukum.*® Asas hukum mencakup dua bagian yaitu asas hukum umum yang
berhubungan dengan seluruh bidang hukum, dan asas hukum khusus merupakan
asas dalam bidang hukum yang lebih sempit seperti asas hukum pidana atau asas
hukum perdata.*® Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif sesungguhnya
adalah abstraksi sebuah kaidah hukum umum yang penerapannya lebih luas dari

ketentuan norma hukum yang positif.>

4 Wagiman. (2016). Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan
Pemahamannya. Jurnal Filsafat Hukum, Vol. 1 No. 1. HIm. 59.

49 Soedikno Mertokusumo. (1996). Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta. HIm.
10.

50 Dewa Gede Atmadja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Jurnal Kertha Wicaksana,
Vol.12 No. 2. HIm. 146
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Asas-asas hukum lahir dari akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan
manusia dapat memisahkan antara baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawi-tidak
manusiawi.>! Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Asas
hukum yaitu Asas lex specialis derogat legi generali. Asas lex specialis derogat
legi generali ialah asas yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex
specialis) dapat mengesampingkan hukum yang besifat umum (lex generalis).>?
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini yakni :

a. Rangkaian suatu norma yang dimuat dalam aturan hukum umum tetap berlaku,
kecuali terdapat ketentuan khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus
tersebut.

b. Rangkaian norma lex specialis harus terdapat dalam suatu tingkatan peraturan
yang sama dengan lex generalis, contohnya undang-undang dengan undang-
undang.

c. Rangkaian norma lex specialis harus berada dalam lingkup hukum yang sama
dengan lex generalis, contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-

sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

D. Ringkasan Putusan

Putusan Nomor 635/PID.B/2020/PN.MKS merupakan kasus tindak pidana
penggunaan ijazah palsu oleh Sulaiman Sia. Terdakwa adalah dokter kapal yang
telah bekerja di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (“PT PELNI”) selama

25 tahun. Awalnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan lulusan dari

51 Bernard Arief Sidharta. (2014) Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum
Antinomi Hukum. Genta Publishing, Bantul Yogyakarta. HIm. 30.
52 Muladi, Op cit.
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Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Namun PT PELNI
melakukan verifikasi terhadap seluruh data kepegawaiannya dan menemukan
keganjilan pada data Sulaiman. PT PELNI segera melakukan pengecekan ke
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menemukan ketidakcocokan
nomor ijazah dimana nomor ijazah yang selama ini digunakan Sulaiman adalah
nomor ijazah alumni mahasiswa lain. Oleh karena itu, langsung dinyatakan bahwa
ia tidak pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas

Hasanudin dan ijazah yang selama ini digunakan berupa ijazah palsu.

Perkara diadili di Pengadilan Negeri Makassar, dimana Jaksa Penuntut Umum
menuntut Terdakwa dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dengan
dakwaan pertama subsidairnya. Hakim pun menjatuhkan putusan merujuk pada
pasal tersebut, dimana terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penggunaan
akta otentik palsu, sehingga ia dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun dan 6 (enam) bulan. Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal
264 ayat (2) KUHP, merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana
penggunaan akta otentik palsu. Pasal tersebut berbunyi: “Diancam dengan pidana
yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat
pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak
dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”. Sedangkan
sesungguhnya tindak pidana terkait penggunaan ijazah palsu telah diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (“UU Sisdiknas”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan
berdasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.>® Pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum.>*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang ditulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer: meliputi undang-undang, dokumen resmi, dan putusan
hakim. Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (“UU Sisdiknas™)

53 peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. HIm. 95
54 Ibid.him 98
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¢. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
d. Putusan Nomor 635/P1D.B/2020/PN.MKS
2. Sumber hukum sekunder: berupa publikasi hukum termasuk buku teks, kamus

hukum, jurnal hukum, dan dokumen publikasi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan para pihak yang memiliki pengetahuan atau handal di
bidangnya yang akan memberikan sumber informasi terkait permasalahan dalam

penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila 1 orang +
Jumlah 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada saat penulisan, peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran
perpustakaan (library research), termasuk mencari bahan bacaan dari buku-buku
akademik, jurnal hukum, media elektronik, dan dokumen perpustakaan lainnya
yang terkait dengan topik yang bersangkutan.® Data yang diambil dari peneliti dari
berbagai sumber kemudian diolah sebagai berikut:

1. Pemilihan data, yaitu memeriksa data untuk menyaringnya untuk keperluan

penelitian.

% El Renova Ed Siregar. Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria (Isis) Dalam Hukum
Internasional. Universitas Lampung. HIm.65
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2. Susun data berdasarkan area atau subjek untuk memudahkan klasifikasi data
untuk analisis.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data sesuai sistematika yang diidentifikasi

melalui penelitian untuk memudahkan analisis.

E. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis menggunakan
metode analisis secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis
menggunakan kalimat yang tersusun secara teratur Runtun, serta logis dan
disimpulkan dengan cara berfikir induktif yang didasari fakta yang sifatnya khusus
kemudian disimpulkan secara umum untuk mempermudah interpretasi dan

memahami hasil analisis data.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka

dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1.

Berdasarkan pembahasan di atas dan dengan memperhatikan asas Lex specialis
derogat legi generali, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum
pidana terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu dalam putusan nomor
635/Pid.B/2020/PN.Mks adalah tidak dapat ditetapkan itu tepat asas Lex
specialis menyatakan bahwa peraturan khusus diutamakan daripada peraturan
umum dalam kasus ini, JPU hanya menggunakan pasal 264 ayat (2) KUHAP
sebagai dakwaan dan tidak menggunakan pasal 69 ayat (1) UU pendidikan atau
pasal 77 UU praktisi kedokteran sebagai sanksi yang khusus menangani
penggunaan ijazah peraturan palsu KUHAP merupakan suatu ketentuan yang
mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu sebagaimana penggunaan ijazah
asli palsu, dalam hal ini dianggap tidak disebutkan secara tersirat atau langsung
sehubungan dengan pernyataan ijazah tersebut sementara Undang-Undang
sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang dokter menjelaskan

pengertian ijazah dan saksi spesifik nya oleh karena itu, Pelepasan hak tersebut
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tidak boleh dilakukan olehnya karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan
ketidak pastian hukum.

2. Faktor penghambat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
penggunaan ijazah palsu di tinjau dari asas lex specialist derogat legi generali
yaitu, faktor penegak hukum, di mana penegak hukum dalam penelitian ini
termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum
seperti jaksa dan hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam
menggunakan pasal pasal untuk menjerat Sulaiman. Hal ini tentu menjadi
faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Minimnya
minimnya penghasilan dan biaya Akomodasi membuat penyidik kurang
termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit
penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang di emban.
Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja
penyidik, karena dalam proses pendidikan sarana dan prasarana sangat

membantu untuk memperlancar dan menyelesaikan proses pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat

diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan KUHAP tentang
tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan
dengan menanyakan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana

bagi yang memberi jasa.
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2. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama
tentang hukum di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak
pihak lain) yang terkait dengan pihak-pihak tersebut penyelesaian kasus-kasus
mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus

mencegahnya kembali pemalsuan ijazah
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